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Abstract

One of the most important theme in the current debates on
globalization is the implication of globalization to the state.
Two contending positions can immediately be identified: one
that argues that globalization results in the 'retreat of the
state' and other that argues that globalization is 'what the
states make of it'. While it is quite apparent that none of
these two positions is satisfactorily defensible, this article
presents another problem related to the way in which the
state is related to the globalization, Both positions tend to
take the state for granted, in that, all states are (western)
modern states, without taking into account their history and
sociology. As a result, they fail to cacth inside dynamics of
political pou)er taking place in the group of states so called
the third world and, therefore, lose their releaance.
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Pengantar

Kita sedang memasuki era postnationale Konstellation (Habermas,

LggS), yang ditand.ai dengan perubah-an-perubahan dalam organisasi

global goaernance konte*poq".. GIobaI girrrrorce kontemPorer tidak

iagi beisifat statis, dalam uiti fot-.tlasi, implementasi, pengawasan serta

p""-utruan tatanan-tatanan so sial tidak la,gi berlangsung dalam kerangka

luju.u atau hubungan antar-negara.' Apakah atau sejauh man-a

pergeseran men;auf,i statisme ini berartt 'the end of stat'e' masih

irr"rirputan obyek perdebatan yanq sangat serius? Dalam konsep glo-

bal goaernance, p"ttt"ti.rtah nasiot ul masih memainkan Peran penting

dan tak terpisahkan. Akan tetapi, organisa si goaern?n:t dipahami tidak

lagi berlangsung dalam keiangka ruang sosial I?"9 bernama

teritorialitas dan 
"institusi politik yang diorganisir dalam kerangka

tersebut, yakni negara. Qotat gorrrroite kontemPorer pada abad ke-

21 ini merupakan goo ernance iu.g bellangs,tlg di berbagai lapisary

bersifat cross cutilnlg dan menyebai @ffised\ Tidak seperti dalam era

statisme, global goTrrnorce kontemPorer tidak didominasi oleh satu

tingkat saja, yakni negara, melainkan berlangsung Puqu berbagai

ti"fitut V^gberbeda Uiit tokal, provinsi, nasional, regional atau global'

fuJsing-mising tingkat tersebut berhubungan satu sama lain'

Disamping itu, [touulg oaernance iuga melibatkan berbagai mekanisme

regulasi di luar sektor Publik'
Apu implikasi dari perkembangan g-Iobal Soaernance kontemPorer

ini bagi t 
"galu 

sebagai uktot utama dalam sistem global Soaernance

yang Jtutirifidak dipat dipungkiri, pengaruh perkembangan global

Da1am organisasi global governance yang statis, semua mekanisme regulasi

baik globil, ,"giorr""l, ataipun lokal tunduk sepenuhnlu -di 
bawah dominasi

p"rr,"iintuh nafional. Mekinisme-mekanisme tersebut bukanlah mekanisme-

mekanisme yang otonom, melainkan mekanisme-mekanisme yang selalu

^"r,gu.,, 
pada orianisasi politik yang didasarkan pada teritorial, yakni negara'

Berbagai terminologi yan8 berbeda digunakan untuk menggambarkan karakter

globaf gov"rr,ur,.""yang irulti-layered, cross-cutting dan diffused ini, tergantung

iudu plnekanan y#g iiu*it "t Lleh masing-mTing penulis' Rob.ert Cox (7997)'

'^irut,yu, *ur,y"b.rttiya sebagai suatu 'new multilateralism' untuk menekankan

interaksi yang metibaikan aklor-aktor negara dan bukan negara' Reinicke (19991

2000) *enet 
"iltan 

pada regulasi yang berlangsung melalui iaringT pelaku-pelaku

yang saling berhubung"r."dutt menlebutnyl sebagai'networked governance"
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Soaernance yang non statis sangat berbeda perdasarkan posisi negara
dalam organisasi goaernanceyang statis. Artikel ini akan melihat implikasi
berkembangnya global goaernance non statis terhada p goaernance
negara-negara yang berada dalam kategori, dunia ketiga. Negara-negara
dalam kategori ini baik di Asia Afrika maupun Amerika Latin, sering
diidentikkan sebagai entitas yang cenderung 'ungoaernablr' yunf
ditandai oleh kecenderungan ke arah anarkhi (Kaplan, 1994) ataupun
potret suram yang lain (Creveld, 7999).

Konsep Negara dan Negara Dunia Ketiga

Negara merupakan konsep yang sangat kompleks. Kompleksitas
konsep negara ini antara lain bersumber pada berbagai benfuk, fungsi
maupun struktur yang sangat berbeda-beda yang dikaitkan dengan
terminologi negara. Salah satu implikasinya adalah munculnya berbagai
perspektif teoretis tentang negara yang juga sangat berbeda-beda. Dari
perspektif hukum intemasionaf misalnya" konsep negara sangat erat
dikaitkan dengan karakter 'kedaulatan', yang komponen-
komponennya meliputi wilayah negar a, aparat pemaksa serta
penduduk. Dari perspektif politik, negara dipahami sebagai arena bugt
berlangsungnya tawar-menawar berbagai kepentingan. Sementara bagi
seorang ekonom, negara adalah kumpulan dari berbagai peiaku-pelaku
ekonomi publik.

Akan tetapf berbagai perspektif yang berbeda tentang negara di
atas, sebenarnya tetap memiliki akar pemikiran yang sama, yakni
berangkat dari karakterisasi negara modern sebagaimana yang
berkembang di Eropa. Salah satu aspek penting dari berbagai perspektif
tersebut adalah pemahaman mengenai negara sebagai sebuah sphere
yang terpisah dan dapat dengan mudah dibedakan deng an sphere yang
lain.

Munculnya negara sebagai sebuah entitas politik yang terpisah
dari entitas-entitas lain sangat erat kaitannya dengan sejarah
perkembangan negara modern; lebih spesifik lagi dalam kaitannya
dengan Peran masyarakat sipil dalam proses nation-building di negara-
negara tersebut. Di negara-negara Eropa, masyarakat sipil memiliki
peran yang sangat penting dalam proses nation-building, yakni dalam
memodernisir negara teritorial yang sebenarnya telah terbentuk dan
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sudah mapan. Negara dan masyarakat sipil kembali menjadi dua entitas

dari dua ipherc yXngberbeda setelah teibentukt yu negara modem'

Di hampir semua negara dunia ketiga, sebaliknya, masyarakat

sipil pada r*.t*nya baru te"rbentuk pada tahaP yang-sTgat awal' yakni

setelah terbentuknya negara tersebut' Akibatnya, kekuasaan politik

cenderung berakar'dalam bangun at1-u struktur-struktur sosial yang

ada dalam masyarakat dan meighasilkan logika yang sangat berbgd-1

dengan togika iang berkemba.,f dalam kerangka masyarakat sipil di

negara-negara modirn. Adalah Julu* artian ini, hampir tidak mungkin

untuk memahami negara dunia ketiga sebagai suatu sphere yartg

terpisah. Sebagai sebuai entitas politik, negara dunia ketiga sebenarnya

belum atau, buhkar,, tidak pernah t"put'Lhttya terbentuk' Yurisdiksi

atau batas-batas kawaru1 prrblik dan kawasan privaf formal dan infor-

mal, ataupun legal dan illgal tidak dapat dipisahkan satu sama lain'

Oleh karenanya,ierbeda dengan negara-negara modem' negara-negara

dunia ketiga d* *uryarakat-tidak Lerhadapan satu sama lain'

Dalam perspektif politik, proses politik dan proses pembentukan

kekuasaur, potitit berlangsung melaluitawar-menawar antara berbagai

kepentingan yang teror[anis]r secara formal. Akan tetapi perspektif

p"iiait irJ aidur,g"tr dai dikembangkan- dari sejarah negara modern

dan, oleh kureiur,ya tidak retev-an dengan proses politik dan

p"*b"r,tukan kekuasaan politik yang berlangsung di negara-negara

dunia ketiga. Perspektif ini jelas tnlit 
-menjelaskan 

atau memahami

pr-ru, poiltit di negara-negara tersebut karena gagal memahami

hakekat negara dunii ketiga"yang tidak memiliki apa yang dimiliki

oleh negara-negara industr] maju sePufi misalny a public sphere yang

ielas, kJsadarJ. nr-rt .tm yang *""iu.9i..dasar bagi pembuatan dan

penegutan hukum, ataupun logika politik yang menemPatkan negara

,eUu[ui pusat dalam setiap p.oJ"t yang berlangsung di dalamnya'

Kegagalan untuk memahami hakekat kekuasaan politik di negara-

negara b"eriembang melalui kerangka analisa untuk negara-negara

industri maju ini naLpak dengan jeLs dalam berbagai upaya teorisasi

kekuasaan negaru-',"gura dunla ketiga, seperti tercermin dalam teori-

teori pemb anft "* tti.rtui dari mo demis asi, dep endensi rnauPurt te ori-

teori fungsio#l. Kegagalan berbagai upaya untuk menielaskan hakekat

kekuasaan di dunii ketiga tersebut berasal dari sumber yang sama/
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yakni kegagalan mereka untuk melihat dinamika negara dunia ketiga
secara kontekstual. Teori-teori tersebut melihal negara-negara
berkembang dalamkerangka yang sangat universal, yakni yang melihat
negara sebagai institusi politik u.,tut *"-"rr.rhi tujuan tertentu. Teori
modernisasi, misalnya, melihat negara secara tellologis dalam arti
bahwa semua negara akan berkembaig ke arah ideal terteitu, sementara
dependensi memahami negara dllam kerangka determinisme
strukturaf yakni_sebagai institusi yang sangat tidak sederajat satu sama
lain, dan keti$at9e{erajatan ini menimbilkan pola hubungan yang
bergantung di pihak negara-negara berkembu";. Bagi para teoretisi
fungsionalis, negara adalah institusi politik aengariU"r#gui fungsi yang
diialankannya.

Teori-teori modernisasi, dependensi ataupun fungsionalisme telah
menimbulkan banyak kritik" Akan tetapi kritik-krit"ik yang muncul
terhadap teori-teori tersebut hampir tidak pemah *"*p"r-asalahkan
asumsi dasar mengenai konsep negara. Kritik-kritik yang mereka
tampilkan tetap melihat negati sebigai sebuah entitas poiltit yang
universal dengan karakter dan fungsi yang berbeda dengan entitas lain.
Konsekuensinya, seperti teori-teori yangmereka kritlk, kritik-kritik
tersebut cenderung Sagal dalam arti tidaf memberikan altemati f y*g
lebih baik untuk memahami negara-negara dunia ketiga.

Upaya untuk memahami atau menjelaskan proses-proses state-
building, kegagalan ataupun runtuhnyu.ugura dengL lebih baik hanyamungkin dilakukan dengan rylinaf .,"gJ.u clalari kaitannya dengan
konteks perkembangannya. Dalam art]an ini, perspektif losiolJgis
menawarkan alternatiJ yang lebih tepat unfuk *"rrruhurr,i ."gura-negara
dunia ketiga. D.d* kerangka rru, r,"gu.u tidak bisa dipJami sebagai
sebuah realitas 'out there,' melainkutl rlbugai realitas sebuguimana yangdipahami oleh. quTu aktor yang terlibat ii dulu- prorur" politik yangberlangsung di dalamnya. Artinya, keberadaan negara, yakni wibawa
sebagai sebuah institusi, sebenarnya berasal dari i"ilrp;;asi strukturnegara tersebut ke dalam habitus, yakni ke daram ske^ma pemikiran
dan persepsi subjektif-para perakunya. Artinya, sebagai sebuah sphereatau arena tempat berlangsungnya tawar-menawar, negara harus ada

' Lihut-*isalnya Joel Migdal (199s) untuk teori-teori modemisasi dan dependensi,
atau Giddens (1981) untuk kritik terhadap pemikiran-pemikiran fungsionalis.
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dalam'benak', yakni dalam habitus, Para pelaku politiknya (Bourdieu,

1ee8).

Dengan kerangka pemikiran ini, keberadaan negara sebenarnya

lebih terletak pada konstruksi tentang negara sebagai institusi yang

menggambarkan kesatuan dan kemampuan yuridis daripada pada

Uenti[-Uentuk fisik kehadirarmya. Negara hadir dalam 'benak' para

pelakunya dan menjadi acuan identitas, yang membedakan entitas

dalam r,"guru tersebut dari entitas lain di luar. Dengan kala lairu negara

ad.alah upu yut g dipahami oleh masing'masing petaku politik di
dalamnya.

Dalam sejarah, munculnya negara sebagai sebuah arena tawar-

menawar sebagaimana yang dipahami oleh Para pelakupolitik memang

berlangsung &tu* kurun *ukt t yang sangat lama. Gambaran ideal

dari proses Jejarah paniang ini adalah yang berlangsung di:regara-negata

modern atau negara-negara industri maju. Dalam kerangka ini,
berkembangnya t6gu.u *od"* ditandai oleh dua proses penting yakni,

pertama, monoPolisisi kekuasaan politik yang berlangsung di halaman

istana d.an, keiua,birokratisasi. Kedua proses ini berjalan secara timbal

balik. Upaya untuk membentuk aparat pemaksa (militer) menuntut

berkembangnya sistem perpajakan yang efektif Yffi1, selanjutnya, dapat

digunakan-untuk memobilisi. dana bagi uPaya-uPaya monoPolisasi

kekuasaan tersebut. Dengan kata lain, Perang-Perang kecil dalam

lingkungan istana yang berikhir dengan monopolisasi kekuasaan politik
me"ngha"silkan sampingan berupa perkembangan sistem perp aj akan

yang teratur dan iiste-atis. Pada saat yang sama, monoPolisasi
icekuasaan politik, dalam arti monopoli sarana kekerasan fisik,
berlangsung dengan efektif dengan dukungan sistem perpajakan yang

baik (Bourdieu, 1998: 102).

Berkembangnya birokrasi dalam negara modern berperan be9a1

bagi institusiot uliruri negara dan menjadikan kehadiran negara tidak

haiya sebagai konstruksi, melainkan lebih nyata dalam kehidupan
sehiri-hari setiap individual. Para birokrat terutama aparat penegak

hukum merupakan bentuk ataupun simbol dari kehadiran negara.

Konsep negara sebagai sebuah konstruksi, dan bukan hanya

sebagai sebuah institusi, hampir tidak pernah muncul dalam konteks

negara-negara dunia ketiga. Dalam banyak kasus, negara seringkali tidak
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menjadi acuan identitas ataupun acuan bagi proses politik yang
berlangsung di negara tersebut. Tanpa fungsi acuan ini, kehadiran
institusional negara menjadi sangat tidak efektif. Seperti terlihat dalam
banyak kasus di negara-negara berkemb ang, kehadiran birokrasi tidak
berkorelasi dengan kehadiran negara. Birokrasi di negara-negara ini
bukan hanya tidak efektil tetapi iustru seringkali memperlemah negara
sebagai acuan bagi para pelaku politiknya. Dalam konteks inilah, proses
politik yang belangsung di negara-negara berkembang cenderung
mengarah pada kekacauan politik seperti yang berlangsung di Afrika,
Asia ataupun di negara-negara bekas Uni Soviet (Menzel, 1991:227).

Dinamika Negara

Memahami negara melalui perspektif sosiologis, sebagaimana
dibahas pada bagian sebelumnya, mengharuskan kita untuk melihat
secara khusus konteks perkembangan dan keberadaan negara-negara
berkembang. Dilihat dari perpektif ini, negara dunia ketiga adalah
produk dari berbagai faktor yang sangat kompleks dalam rangkaian
sejarah mereka: bentuk-bentuk organisasi politik sebelum masa kolonial
danbirokratisasi masa kolonial, tumpang tindihnya periode sejarah yang
sangat berbeda serta pengaruh konjunktur politik terhadap bentuk
konkrit kekuasaan politik, terhadap bentuk-bentuk reproduksi mate-
rial atauPun simbolis. Iuga perubahan-perubahan kontemporer dalam
lingkungan internasional seperti berkembangnya ekonomi dunia
memainkan peran yang sangat besar bagi proses pembentukan
kekuasaan politik di negara-negara dunia ketiga. Oleh karenanya, dalam
kategori dunia ketiga, misalnya, kita akan dapat dengan mu,Cah
menemukan perbedaan-perbedaan yang sangat besar antara negara-
negara di Asia Afrika dan Amerika Latin. Bahkan di dalam kerangka
regionalPun negara-negara di Asia, Afrika ataupun Amerika Latin sangat
berbeda satu sama lain.

Namun demikian, di luar berbagai kondisi spesifik yang
membentuk negara-negara dunia ketiga secara individuaf negara-negara
tersebut memiliki satu karakter umum yang sama: monopoliiasi
kekerasan dan state-building untuk menjadikan negara sebagii urer,u
tawar menawar yang otonom, cenderung tidak pernah tercapai, karena
konsep negara hampir tidak pernah muncul dalam habitus, y;k"i dalam
benak para pelaku proses politik yang berlangsung di dalimnya.
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Ketiadaan konsep negara dalam habitus dan menjadi acuan bagi

para pelaku politik te4aai if semua sphere. Sphereekonomi adalah salah

satu yang sangat muaaf, dilihat dan sangat besar pengaruhnya' karena

spheie"t6rro# merupakan salah satu Pu*lt" dan pembatas kekuasan

politik. Dalam terangtu ffi,, ekonomi di dttnia ketiga pada dasarnya

furhr,gsung dalam dla logika yang sangat berbeda'

Logika pertama adalah sebuah sistem ekonomi y*g formal dan

terstruktur. Sebagaimana yang berkembTg ai negara-negara industri

maju, di dunia fetiga diienil juga pembukuan, paiak, neraca atau

pengawasan perusahial. Di tu*pit g itu, semua Proses-pertukaran 
juga

i"fui berlangiung melalui matu "*g sebagai sarana tukar' Semua yang

memiliki nilai ekonomi, diredutsi nnainya melalui uang (Luhmann,

1996,83). Uang menjadi ekuivalen yang sangat umum, baik dalam

kaitannya denfan ptodr-,kti, sirkulasi maupun konsumsi'

Dalam logika kedua,semua elemen formal ini tidak ada' Ekonomi

tidak memilikikarakter bisnis, melainkan berdasarkan pada tatanan

porit*, melalui praktek-praktek pertukaran yang tidak berlangsung

dalam mekanisme Pasar serta Proses perputaran uang yang tidak

berdasarkan pada li,ur-uru, purrtb.tkuan. Dilam ekonomi yang 'iffot-

mal, ini institusi,institusi seperti keluarga dalam arti luas, pertukaran

y*, didasarkur, pudu redistribusi atau birter, subsistensi dan pertukaran

yang tidak bersiiat moneter sangat d6pinan' Dalam konteks tttt social

capital memiliki posisi domlnan dalam reproduksi individu

dibandingkan dengan reproduksi ekonomi'

Kedua wilayah ini tidak mudah dikategorikan dduT artian ruang'

Kedua wilayah itu tidak lagi sesuai dengan l1t:qoti metropole 
--

modern atau pripheri - tradisiinal. Kedua wilayah ini j.tgu tidak identik

dengan gambaran negara yang berhasil ataupun negara yang qa-sal'

Kedua wilayah ini mrincul-sebigai realitas umum dan berbaur dalam

praktek-p.utt"t sosial Para pJlakunya. Oleh karenanya, tidakl"l
mengherankan, berbagai produk ekonomi formal dapat dijurnpai di

d.a}am masyarakat-masyarakat yang sedang mengalami perang atau'

seb alikny a,' b, erb agai p raktek-prattek ekonomi inf ormal seperti korup si,

pertukaran non lioneter dan^sebagainya, bisa jtgu dijumpai di dalam

wlayan ekonomi formal seperti di puiat-pusat perbelanjaan modern'
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Keberadaan kedua logika ekonomi yang berbeda pada saat yang
bersamaan ini memiliki pengaruh besar dalai-r politik a'i a.',iu t 

"tigulKarakter negara di dunia ketiga adalah kontraditur. Sekalipur, ."g#u-
negara ini telah berintegrasi cukup jauh ke dalam ekonomi pasar-glo-
bal dan telah mengadopsi elemen-ei"*"r, kekuasaan birokrasi melalui
Pengaruh kolonialisme, bentuk-bentuk masyarakat tradisional dalam
berbagai pengaruh maupun penampakkannya masih sangat kuat.
Elemen-elemen kenegaruar, *lsih sangat dipengaruhi oleh ioyatitas-
loyalitas kekeluargu-a. ataupun etnis. Negara Uutarlan *"*prkur. titik
keberangkatan awal untuk membangu" identitas kolektif, melainkan
ditempatkan. di bawah logika ikatin-ikatan sosial (Lihat misalnya
Clapham, 7982; Kunio, 1988). Dengan kata lairu habiius sosial apaiat
dan warga negara tidak sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan
rasionalitas formal sebuah institusi ,,egari.

Dalam konteks ini strategi-strategi yang digunakan oleh aktor-
aktor politik memiliki ukuran yang t""ti lebin ,Lgg dibandingkan
dengan praktek-praktek dalarn hubungan ekono*i*odern; *ia4
sosial dan kultural lebih penting daripada aturan-aturan tertulis.
Praktek-praktek dalam semua pioses politik sangat diwarnai oleh
ketidak-acuhan 

_terhad 
ap batas-b atas antara wilayah firmal dan wilayah

informal. Kebaikln hati, dengan harapan untuk memperoleh kebaiican
hati juga dalam bentuk misalnya pemenuhan tewajiuan yang tidak
sesuai dengan yang dituntut (seperti membayar lebih rJndah)
mendorong terjadinya pemanfaatan semua kesernpatan, yang dalam
kondisi tertentu,-mungkin jr gu dengan kekerasan .' D ir ty tr i cks, 1"uiga u;
7998, 277), oleh karenanya, merupitat bagian dari keiridupan seftari-
hari masyarakat dunia ketiga.

Ekonomi formal, publik dan informal tidak terpisah satu sama
larn, melainkan merupakan dua bagian dari sebuah p*ru, reproduksi.
Sebagaimana dalam ekonoml dalam bidang politik pemisahan antara
kedua wilayah secara 

fegas, seperti yang lerlaku ii ,r"gura-negara
in$y-stri maju i,rga tidak berlangsg"g. atliuatnya, dalam masyarakat
ini, klintelismeatau korupsl, yant dalim *uryurukat mode.n di'an ggap
sebagai bentuk-bentuk pelanggaran hukum, merupakan praktek-
praktek yang umum untuk mengakumulasi kekuasaan politik. prinsip
resiprositas merupakan aturan yang sangat fundamenial yang tidai<
lunduk pada konsepsi negara yang legaliius (Claph am, r9g2).
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Berbagai praktek yang menandai kekuasaan politik y"!F
berlangrrrnf di dunia ketigalsekalipun sangat-q-ory"an, bukanlah

*urr-,p'ukan"karakter yang yang sta^tis- atau ituUit' Praktek- Pr-aklett

tersebut sangat dipenga*ti oten"peruU ahan-perubahan sosial b aik dari

dalam ataupun dari tirigtunga"nyu. Proses perubahan y ffigberlangsung

Ji ti"gtat gtoUaf misiny",-*"*uinkan perun yang sangat penting'

Pad.a periode tahun 1950 dan '1.960an, negara p_embangunan

(deaelopmental state) menjadi trademark kekuasa€rn politik di dunia

icetiga. Mengambil kebilakan ekonomi industri substitusi impor'

membangun sarana-sarana fisrk, meni alankan plof ek-projek landr eform

serta mengintegrasikan ekonomi naiional ke dalam ekonomi global

merupati" gu;baran-gambaran nyata keberadaan negara' yang

aipufiunri selagai agen 6uB1 perkehbangan ekonomi dan sosial'

perubahan konteks ekonomiifoUuf tahun tiZO-anmenghasilkan krisis

negara pembangunan. Di Tuar sekelomPok fu.t lu.g berhasil

membangun ekonominya seperti K9re1 Sehlan dan Taiwan misalnya'

sebagian besar negara-neg*; dunia ketiga terpumk ke dalam berbagai

masalah ekonomi.

Krisis negara pembangunan ini muncul sebagaian karena

kombinasi dua faktor: eksterial dan internal- Organisasi-organisasi

(ekonomi) internasional menjadikan teu-iiitctan negar a y ef".rl ramping

sebagai ided. Berkemburrg,"6ugai suatu' aliansi anti-statis,' organisasi-

organisasi ini mampu *"*ulsa negara-negatl lulg mengalami

masalah ekonomi untuk mengubah-kebifakan-kebiiakan ekonomi

mereka ke arah negara ,minimar. Pada saat-y1ng TT? faktor intemal

i,,gu memainku,. p",u,. Y.u.g sangat, jika bukan lebih, penting bagi

munculnya krisis mod"t tEgutu-pu^b.angunan: Di dunia ketiga'

pruryurut'bagi keberhasilan tiansfo-rmasi masyarakat melalui negara

sebagai aktoi tidak terpenuhi, yakni adanya negara sebagai institusi

otonom.

Kelompok kecil negara yarrl berhasil dalam pembangunan

ekonominya memiliki kara-kter "nugit ufuat.' Akan tetapr, keberhasilan

mereka jrga ditunjang oleh konstelasi yang :Tqut menuniang

pemb an g,rrutt ekonomi 
-melalui 

mo del tersebut, yakni berkemb angnya

aliansi antara kekuatan-kekuatan ekonomi dan aparat-aparat nequ'?

yang berkembang menjadi suatu esprit de corps (Eyans, 1995)' Esprit de

,orpZ ini tidak beikembang banyak negara dunia ketiga yang lain'
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- Di negara-negara ini, negara bukanlah institusi yang otonom,
homogen atau kohesif. Di negara-negara tersebut, beibugui bentuk
organisasi sosial bersaing satu sama lain untuk kepentingan-
kepentingan distribusi dan partisipasi. Konflik politik antira berb"agai
kekuatan sosial ini seringkali jrgu sangat teikait dengan struklur
internasional. Memang, struktur internasional tidak .t u*ititi peran
dominan dalam membenfuk ataupun secara drastis mengubah proses
politik 

-atau 
proses pembentukan kekuasaan politik di t"rlguru-.,egara

dunia ketiga. Akl tetapi, peran struktur internasional ini merladi
semakin besar ketika transformasi di tingkat global j.tgu semakin intensif
seperti ditunjukkan misalnya dengan semakin intensifnya globalisasi
ekonomi.

Prospek Goaernance di Dunia Ketiga

Tulisan ini berangkat dari argumen pentingnya konteks historis
dalam memahami goaernance (dan dalam kaitan ini yuga prospek goa-
ernance) di negara-negara dunia ketiga. Konteks historis salt ini aditan
berkembangngya organisa si goaernance yang menjauh dari karakter
statis, akibat berbagai tranfsormasi di tingkat global, terutama (tetapi
bukan satu-satunya) yang ditunjukkan oleh fenomena globalisaii.
Konsep 'global' di sini harus dipahami sebagai suatu hubungan yang
saling mempengaruhi antara negara dan sistem internasional.

Tidak dapat dipungki4 bahwa sejarah dunia sangat terkait dengan
sejarah expansi masyarakat Eropa. Dengan kata lain, sejarah du-nia
bermula dari expansi masyarakat Eropa ke berbagai belahan dunia
(Krippendorf, 19E7, 27). Penemuan objek-objek ekJotis serta proyek-
proyek kekuasaan kolonial telah menghasilkan amalgamasi Jtmktur
kenegaraan Eropa dengan bentuk-bentuk politik yang telah
berkembang di daerah-daerah koloni dalam bentuk elemen-llemen
ketatanegaraan serta dalam bentuk integrasi ekonomi berdasarkan
pembagian kerja di tingkat global. ]uga, pada saat berlangsungnya
perubahan besar dalam kekuasaan negara di dunia ketila, y"ut tri
dekolonisasi, dinamika politik dari berbagai objek saling betlenlurar,,
dan membawa pengaruh besar ke arah perubahan benluk politik.

Pada dasarnya, tidak ada perubahan signifikan, sejauh berkaitan
dengan hubungan antara negara dan strukfur internasional, karena
aktor-aktor politik di dunia ketiga telah memanfaatkan hubungan-
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hubungan mereka dengan strukfur global sebagai sarana-sarana unfuk

membingun kekuasa; sejak expansi Eropa ke masyarakat tersebut.

Mobilisaii dukungan internasional untuk mendukung Peliuangan
kemerdekaan ataupun penggunaan bahasa konflik Timur-Barat dalam

konflik-konflik dafam 
"ug"tL 

misalnya, meruPakan contoh yang i9l1s

dari keterkaitan proses potitit d.an pembentukan kekuasaan politi\ di

dunia ketiga dengan pior"r di tingkat global. Apa yu.-g_ baru dalam

hubungan intaru dnniu ketiga dan struktur intemasional kontemporer

adalah berkembangnya peluang yang lebih luas untuk membangun

kekuasaan, tetapi tinpa mengaitkannya dengan negara sebagai arena

distribusi. Lepasnya kaitut u.,tuta meningkatnya peluang dan negara

sebagai uru^i disiribusi peluang tersebut memiliki konsekuensi yang

sang"at serius bagi ,rpaya untuk membangun kekuas.aan negara'

Gambaran trad.isi6nal^mengenai suPremasi negara menjadi semakin

sulit diwujudkan di negara-t 
"guiu 

dunia ketiga akibat semakin

bervariasinya hubungan [ekuutuut dalam sistem internasional'

Berkembangnya sistem global Soaernance kontemPorer yang

berkarakter postnitionale ielas menunjukkan semakin bervariasinya

identitas glo'bal dari aktor-aktor yang terlibat. Mereka yang terlibat

memiliki lerspektif atauPun logika mereka sendiri' Oleh karenanya'

konflik-konflik dalam kontek kekuasaan politik y*g berlangsung di

dunia ketiga menjadi lebih sulit untuk diadaptasi. proses-proses untuk

membans"", *.,'t"r,r,ya serta rekonstruksi kekuasaan politik di dunia

ketiga ."idu*ng rurul dengan kekerasan. Lemahnya institusi-institusi

potiilt menjadifan kekeruiat atau Elncaman Penggunaan kekerasan

sebagai praktik yang sangat umum. Governance dtnegara-negara dunia

ketig"a adam konteks gloUat Soaernance kontemPorer, 9l"h karenanya'

bukan semata-mata rnasalah politik yang bersifat teknis dalam arti

kecakapan untuk membangun tatanan institusional, melainkan juga

'seni' untuk mencaPai tujuan-tujuan politik dalam konteks yang

cenderung sangat beitentangan. Harapan terhadap negara masih tetap

tinggi, kirena proses pet,tbuhan sosial yang terus berlangsung

.ur,?!rrrng mengakibat[an disintegrasi institusi-institusi tradisional

dalam *uiyurutit. Iita negara gagal memainkan peran ini, maka akan

munculinstitusi-institusifungsi.onallainyangmemilikiefekpolarisasi
yang sangat kuat terhadap hirapan-harapan yang berkembang dalam

masyarakat.
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Konsekuensi Penguatnya saling ketergantungan internasional,
yang terkenal dengan globalisasi, tentu saja berbeda berdasarkan
konteksnya. secara umum, di semua negara baik di negara-negara
industri maju maupun di negara dunia ketiga, peran ."guru sebigai
arena penciptaan regulasi semakin berkurang. Akan tetapi, globatisisi
dalam kaitannya dengan negara-negara maju dan negara-negara
berkembang memiliki makna yang sangat berbeda. DaLm konteks
negara-negara maju, berbagai pembahasan mengenai homogenisasi
bentuk-bentuk politik ataupun mengenai hilangnya keunggulan politik
atas aspek-aspek lain yang mengiringi diskusi tentang globilisasi
sebenarnya berkaitan dengan perluasan bentuk politik negara dan
manifestasinya dalam kehidupan keseharian individual, yang sekarang
meliputi jtga regulasi hubungan kerja ataupun perlindu"gu" terhadai
lingkungan, misalnya. Dalam konteks negara Dunia Ketiga sebaliknya
globalisasi memiliki makna yang lain. Deregulasi, liberalisasi, privatisasi,
sebagai sinonim globalisasi (Altvater, 1986), jelas bukan perluasan
bentuk politik negara, melaink an penyerahan fungsi-fungsi regulasi
negara kepada instifusi ataupun aktor-aktor lain.*****
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